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Abstrak: Penanganan problem sosial ekonomi di Indonesia selama pandemi
Covid-19 meniscayakan pentingnya kerjasama seluruh elemen
masyarakat dengan pemerintah dalam menawarkan berbagai
solusi alternatif. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi
dan mengidentifikasi landasan epistemologi hukum Islam dalam
konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun
2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk
Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Penelitian
kualitatif ini berupa kajian pustaka dengan pendekatan normatif
filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma idealisme
dan realisme hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa
konstruksi epistemologi hukum Islam dalam fatwa MUI Nomor 23
Tahun 2020 cenderung menekankan paradigma idealisme hukum

Islam. Kesimpulan besar demikian dapat dilihat dari berbagai
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unsur yang melandasi konstruksi bangunan epistemologis Fatwa
MUI tersebut. Pertama, nilai moral etik universal (‘am) yang diambil
dari landasan teks teologis (nas). Kedua, penggunaan kaidah-
kaidah hukum Islam (gawaid fighiyah) yang menekankan pada
kaidah maslahah mursalah (kemashlahatan umum). Ketiga, pendapat
ulama klasik. Temuan ini menunjukan kehadiran Fatwa MUI dalam
merespons problem kontemporer tidak senantiasa berpijak pada
paradigma realisme hukum Islam, melainkan juga berpijak pada
paradigma idealisme hukum Islam dengan menjadikan landasan teks
normatif teologis dan khasanah pemikiran fikih klasik sebagai basis
epistemologi fatwanya, seperti halnya dalam menyikapi problem

sosial ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci: Epistemologi, filantropi, MUI, Covid-19

Abstract: The handling of socio-economic problems in Indonesia during the Covid-19
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pandemic necessitates the importance of cooperation from all elements of
society with the government in offering various alternative solutions. This
study intends to explore and identify the epistemological basis of Islamic law
in the construction of Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 23
Year 2020 concerning the Utilization of Zakat, Infaq, and Shadaqah Assets for
Overcoming the Covid-19 Pandemic and Its Impact. This qualitative research
is in the literature review form with a normative philosophical approach.
The analytical theories use idealism and realism paradigm of the Islamic
law. The results of this study state that the epistemological construction of
Islamic law in the MUI Fatwa Number 23 Year 2020 tends to emphasize
the idealism paradigm of Islamic law. The conclusion can be seen from the
various elements that underlie the epistemological building construction
of the MUI Fatwa. First, universal ethical moral values (‘am) which are
taken from the theological text basis (nas). Second, the use of Islamic law
rules (qawaid fighiyah) which emphasizes the rules of maslahah mursalah
(public benefit). Third, the opinion of classical scholars. This finding
shows that the presence of the MUI Fatwa in responding to contemporary
problems is not always based on the realism paradigm of Islamic law, but also

based on the idealism paradigm of Islamic law by making the foundations

Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 2



Wahyu Akbar & Athoillah Islamy Epistemologi Fikih Filantropi
Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

of theological normative texts and the repertoire of classical figh thought
as the epistemological basis of its fatwa, as well as in addressing socio-

economic problems that caused by the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Keywords: Epistemology, philanthropy, MUI, Covid-19

A. Pendahuluan

Tidak dapat dibantah, bahwa problem ekonomi menjadi problem
besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai dampak pandemi
Covid-19.! Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus Putus
Hubungan Kerja di tengah masyarakat.” Terlebih jika mengacu pada
pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan
drastis. Pada tahun 2020 sekedar mencapai 2.97%, Angka tersebut jauh
lebih kecil dari tahun 2019 yang mencapai angka 5,07%.’ Kondisi demikian
menyadarkan pemerintah Indonesia agar tidak selamanya independen
dalam menanggulangi problem ekonomi yang terjadi di masyarakat.
Kondisi ini menunjukan pentingya kerjasama antara masyarakat dengan
pemerintah dalam upaya menanggulangi problem sosial ekonomi yang

ada.*

Menyikapi problem ekonomi di atas, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) menetapkan fatwanya untuk merespons problem ekonomi
selama pandemi Covid-19. Fatwa yang dimaksud, yakni Fatwa Majelis
Ulama Indonesia No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat,
Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan
Dampaknya.” Akan tetapi pentingnya pembaharuan atas ketentuan
hukum filantropi Islam tidak begitu mudah diterima oleh sebagian
besar umat Islam,® Hal ini disebabkan masih banykan yang menilai
implementasi berbagai ketentuan hukum filantropi Islam tersebut harus
disesuaikan sebagaimana keterangan normatif teks teologis.” Tidak
hanya itu, fatwa MUI yang hadir pada masa pandemi covid-19 banyak
mendapatkan respons pro kontra dari masyarakat.®
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Berdasarkan penelusuran penulis, berbagi penelitian ilmiah
sebelumnya yang menjadikan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 sebagai
objek fokus kajian masih relatif sedikit. Namun terdapat penelitian
yang memiliki relevan dengan objek penelitian ini. Moh. Dliya’ul Chaq
(2020) mengatakan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 membawa orientasi
terealisasinya kemaslahatan umat dan eksistensi agama’ Penelitian
Dliya'ul Chaq memiliki fokus pada penggalian orientasi hukum Islam
dalam fatwa MUI No.23 Tahun 2020. Penelitian tersebut tidak berupaya

menggali corak epistemologi dalam perumusan fatwa tersebut.

Selanjutnya, Habib Ismail, Ari Rohmawati, Rakhmat, dan Niswatin
Nurul Hidayat (2021) menyatakan aplikasi fatwa MUI No 23 Tahun 2020
oleh LazisNU Kota Metro dapat direalisasikan melalui dua strategi.
Pertama, strategi konsepteual melalui pelbagai program tanggap darurat
wabah Covid-19. Kedua, strategi konstruktif dengan menggunakan
pertimbangan kondisi ekonomi melalui pendistribusian zakat bagi
umat muslim. Sedangkan dana infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya
bagi non muslim."” Penelitian Habib Ismail dkk ini fokus pada upaya
eksplorasi tentang strategi aplikasi fatwa MUI No.23 Tahun 2020 yang
dilakukan oleh LazisNU Kota Metro.

Sejalan dengan penelitian Habib Ismail dkk, Ahmad Fikri Sabiq dan
Choirul Amirudin (2021) dalam penelitiannya menyatakan realisasi fatwa
No 23 Tahun 2020 dapat dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk layanan
kesehatan atau pengobatan korban wabah virus covid-19." Sebagaimana
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Habib dkk, penelitian Sabiq
dan Amirudin ini juga memiliki fokus pada eksplorasi terkait strategi
implementasi fatwa MUI No. 23 tahun 2020. Dengan kata lain, hasil dari
dua penelitian tersebut jika dilihat dalam kaca mata epsitemologi hukum
Islam berkutat pada persoalan ijtihad tatbigi (aplikasi atas produk hukum
Islam), bukan pada persoalan ijtihad istinbati ( perumusan produk hukum

Islam).

Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, penelitian ini bertujuan
untuk mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi epistemologi fatwa
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MUI No. 23 tahun 2020 dalam pandangan filsafat ilmu. Paradigma
idealisme dan realisme akan digunakan sebagai teori analisis untuk
mengeidentifikasi konstruksi epistemologi perumusan fatwa MUI

tersebut.

Penelitian kualitatif berupa kajian pustaka (library research) ini
menggunakan data primer berupa dokumen Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta
Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan
Dampaknya. Sumber data sekunder menggunakan berbagai penelitian
ilmiah yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filososfis..Teori
analisis yang digunakan yakni paradigma idealisme dan realisme hukum
Islam. Teori tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi landasan
konstruksi epistemologi dalam perumusan fatwa MUI No.23 Tahun
2020. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.
Sementara itu, analisis data menggunakan teknik diskriptif analitik.

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menemukan kerangka
paradigmatik perumusan fatwa MUI tersebut, sehingga diharapkan
dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum, dan
khususnya umat Islam di Indonesia. Mengingat berbagai fatwa MUI
terkait persoalan sosial dan kegaamaaan selama pandemi Covid-19

menerima respons pro-kontra di masyarakat Indonesia.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Idealisme dan Realisme Pemikiran Hukum Islam

Keberadaan ilmu pengetahuan yang absah dalam epsitemologi Islam
tidak sekedar berpijak pada rasionalisme dan empirisme, melainkan juga
pada intuisi dan nas teologis. Pada konteks inilah, posisi wahyu menjadi
sumber pengetahuan sekaligus validitas keabsahan pemikiran Islam. Hal
ini yang pada akhirnya menjadikan aspek distingtif tolak ukur validitas
dalam epistemologi Islam dengan epistemologi Barat.'?
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Kendatipun terdapat distingsi validitas epistemologi antara pemikiran
Islam dan Barat, akan tetapi paradigma idealisme dan realisme yang
berkembang padaepistemologiBaratdapatdigunakanuntuk menjelaskan
corak idealisme dan realisme dalam pemikiran hukum Islam.” Corak
idealisme hukum Islam misalnya, corak tersebut cenderung menjadikan
pijakan wahyu sebagai esensi, sehingga seringkali melahirkan produk
pemikiran hukum Islam yang bersifat deduktif-idealistik, abai dengan
fakta empirik di lapangan. Corak pemikiran hukum Islam inilah dapat
dimasukan dalam tradisi epistemologi bayani yang mengacu pada

landasan wahyu."

Muhammad Abed Al-Jabiri menuturkan bahwa epistemologi bayani
menjadi salah satu metode pemikiran Islam yang menjadikan otoritas
nas (wahyu). Oleh sebab itulah, tidak mengherankan jika rasionalitas
akal manusia dalam epistemologi tersebut tidak memiliki independensi,
melainkan harus berpijak pada pijakan normatif teks teologis.' Implikasi
paradigmatiknya dalam konteks pemikiran hukum Islam, yakni sering
melahirkan produk pemikiran hukum Islam yang tidak relevan dengan

problem empiris dan kebutuhan umat.

Sedangkan kecenderungan paradigma realisme pemikiran hukum
Islam lebih menekankan pada epistemologi burhani sebagai landasan
paradigmatiknya.'® Epsitemologi burhani menekankan pada kompetensi
rasionalitas akal manusia. Oleh karenanya, eksistensi pelbagai dalil
agama dalam epistemologi burhani dapat dilegitimasi jika paralel
dengan logika manusia."” Akar corak realisme pemikiran hukum Islam
ini memiliki landasan historis dari Ibnu Rusyd yang berpedoman pada
makna tekstualitas nas dengan tidak melalui interpretasi, melainan
menggunakan penalaran induktif guna meninjau maksud dari nas
tersebut. Melalui penalaran ini, la mampu menyatakan bahwa sejatinya

rasionalitas filsafat dan rasionalitas agama dapat sinergis.'

Dalam perspektif maetodologi hukum Islam, sejatinya terdapat akar

historis yang kuat dalam menjelaskan basis paradigmatik realisme
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pemikiran hukum Islam. Pertama, asbab al-nuzil yang diposisikan
sebagai pola atau kaidah untuk memehami latar historis pewahyuan ayat
al-Qur’an, sehingga diharapkan dapat menemukan pesan substantif ayat
tersebut. Kedua, magasdhid syariah (orientasi pensyariatan hukum Islam)
berupa maksud tujuan Allah pada pelbagai bentuk perintah hukumnya
yang berupa kemaslahatan hidup umat Islam. Ketiga, ‘illat Hukum.
Eksistensi ‘illat merupakan persamaan dasar hukum antara hukum
persoalan pokok (asl) yang termaktub dalam nas dengan persoalan
cabang (furi’) di lapangan.”

2. Substansi Fatwa MUI Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak,
dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan
Dampaknya

Hingga saat ini, menyebarnya virus Covid-19 berimbas pada segala
lini kehidupan manusia,® tidak sekedar pada aspek medis, melainkan
ekonomi, sosial bahkan keagaamaan.” Padakontekss Indonesia, tingginya
jumlah korban akibat pandemi covid-19 mendorong pemerintah
menetapkan berbagai kebijakan publik untuk menanggulanginya.?
Namun pada ranah praksis di tengah masyarakat, berbagai kebijakan
public tersebut menyisakan problem sosial yang besar, sepertihalnya
problem ekonomi. Di tengah polemik tersebut, MUI mengeluarkan
Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 sebagai bentuk respons MUI terhadap
fenomena problem ekonomi yang dirasakan umat Islam selama pandemi

covcid-19.

Dalam fatwa MUI No.23 tahun 2020 terdapat tiga elemen besar yang
meliputi ketentuan umum, ketentuan hukum, dan rekomendasi, sebagai

berikut.?
Pertama, Ketentuan Umum.

Di anatara ketentuan umum yang termaktub dalam fatwa ini,
antara lain. (1) Orientasi pengalokasian harta zakat, infak, dan shadaqah

secara tepat kepada yang berhak menerimanya. (2) Terpenuhinya
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kualifikasi haul (1 tahun) atas harta yang dizakati (3) Diorientasikan untuk
menghindarkan terjadinya penularan wabah covid-19, dan meringankan
korban pandemi covid-19.(4) Pengalokasian harta zakat, infak dan
shadaqah dapat melalui bentuk sarana prasarana dalam pengelolaan
amil.

Kedua, Ketentuan Hukum

Hukum bolehnya pemanfaat harta zakat guna penangulangan
korban covid-19 harus memenuhi beberapa ketentuan. (1) Kelompok
yang menerimaya masuk dalam kategori 8 asnaf (2) Objek zaka dapat
berupa sembako, bantuan usaha, uang, dan aset berharga sesuai dengan
kebutuhan penerimanya. (3) Harta zakat memiliki nilai manfaat,
sehingga berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi penerimanya.
Sementara itu, pengalokasian harta zakat bagi kemaslahatan umum
dapat diwujudkan melalui berbagai kualifikasi, antara lain orang yang
menerima zakat merupakan fi sabilillah,dan adanya nilai kemaslahatan
umum, seperti pengadaan tempat cuci tangan, handsanitizer. Sementara
itu, pelaksanaan zakat harta yang belem memenuhi kualifikasi haul
selama sudah mencapai batas nishab dapat dibayarkan terlebih dulu.
Sedangkan zakat fitrah dapat dibayarka selama bulan Ramadhan.

Ketiga : Rekomendasi

Penanggulangan korban pandemi covid-19 wajib direalisasikan
pemerintah melalui instansi pengelola zakat yang tepat dan benar agar

tercapai kemaslahatan dari tujuan pembayaran zakat tersebut.

3. Analisis Konstruksi Epsitemologi Fatwa MUI Tentang Peman-
faatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulang-
an Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Penting disadari universalisme ajaran Islam terletak pada
nilai ajaran universalnya, seperti nilai kemashlahatan, keadilan dan
fleksibilitasnya.** Sebagai contoh dalam merespons problem ekonomi

akibat pandemi Covid-19, manifestasi nilai universal ajaran Islam
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diharapkan dapat menjadi solusi. Pada konteks inilah, kendatipun
fatwa MUI tidak berisifat imperatif, akan tetapi pada tataran praksisnya
memiliki dapat memiliki pengaruh besar pada pembentukan pola piker

dan sikap sosial keberagamaan umat Islam di Indonesia.”

Terlepas dari besarnya pengaruh fatwa MUI di lapangan, penting
dipahami bahwa eksistensi fatwa MUI tidak sekedar bercorak legal
formalistik, namun juga terdapat dimensi filosofis dan metodologis
hukum Islam atas orientasi terwujudnya kemaslahatan dari norma
fatwa yang ditetapkannya.” Atas dasar inilah, dalam sub pembahasan
inti ini akan diuraikan analisis epistemologi fatwa MUI No.23 tahun
2020. Berdasarkan analisis penulis landasan Fatwa MUI tersebut dapat
dipetakan menjadi empat aspek epistemologis, sebagai berikut.

Pertama, penggunaan dalil nas (al-Quran dan Hadis). Sandaran dalil
nas yang menjadi pijakan argumen Fatwa MUI cenderung menggunakan
berbagai ayat yang memuat pesan umum (dm) bukan pesan khusus
(khash). Pernyataan ini dapat dibuktikan dari berbagai ayat yang

digunakannya, antara lain.

(1) QS. Al-Taubah ayat 60 yang artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu,
hanya untuk orang-orang fakir, miskin, para pengurus zakat, para mu allaf yang
dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di
jalan Allah dan untuk mereka yang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(2) QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: “Hai orang yang beriman!
Nafkahkanlah sebagian hasil usahamu yang baik dan dari apa yang Kami

keluarkan dari bumi untukmu.”

(3) QS. Al-Baqarah ayat 219 yang artinya : “Dan mereka bertanya pada
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.”

(4) QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan bertolong-tolonganlah kamu

semua dalam kebaikan dan taquwa.”

(5) QS Al-Imran ayat 134 yang artinya: “Orang-orang yang menafkahkan
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hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat

kebajikan.”
Sementara itu, landasan Hadis yang digunakan antara lain

(1) “Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada orang-orang muslim kaya
atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim fakir. Dan
tidak akan kelaparan dan orang tidak memakai pakaian kecuali karena orang
kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesunggquhnya Allah akan meminta
pertanggung-jawaban mereka yang tidak berzakat dan akan menyiksanya
dengan siksaan yang pedih.”(HR. al-Thabarani).

(2) “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw. sembari bertanya, “Wahai
Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?’ Nabi menjawab:
“Bersedekahlah selama kamu masih sehat, meskipun keadaanmu pelit, khawatir
jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-
nunda membayar shadaqah sampai nyawamu di tenggorokan; kamu berkata,
untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan
sudah mampu.” (HR. al-Bukhari).

(3)“Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang
penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau
mengizinkannya.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).

(4) “Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan
melangkahinya.” (HR. al-Thabarani).

(5) “Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan pada orang kaya kecuali
pada lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada
yang mengurus zakat, kepada yang memiliki hutang, kepada yang membayar
zakatnya dengan hartanya, atau kepada yang memiliki tetangga miskin lantas ia
bersedekah kepadanya, dan kemudian si miskin memberi hadiah si kaya.” (HR.
Al-Baihaqji).”

Keberadaan berbagai dalil nas di atas menunjukan landasan
epistemologi konklusi Fatwa MUI No.23 tahun 2020 menekankan
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penggunaan pelbagai ayat yang bersifat umum (am). Penting diketahui
kembali bahwa landasan ayat (nas) dalam konteks sebagai dasar
pensyariatan hukum Islam mempunyai sasaran terhadap siapa
ditujukan. Di mana keberadaan orientasi dari pesan ayat hukum yang
bersifat umum mencakup seluruh individu atau relevan dengan ragam

kondisi apapun.?®

Fazlur Rahman menuturkan pelbagai prinsip umum dalam al-Quran
merupakan nilai fundamental yang dapat selalu adaptif dengan segala
kondisi, ruang dan waktu kehidupan umat manusia. Oleh sebab itulah,
interpretasi atas dimensi teks dan dimensi sosial merupakan hal yang
integratif tidak dapat didikotomikan dalam memahami pesan ayat al-
Qur’an yang bersifat essensial-substansial dan fundamental-universal.’
Persoalan hermeneutis tersebut yang kemudian pada akhirnya dalam
diskursus studi ke-Islaman melahirkan pendekatan normatif dan
pendekatan historis.*

Sekali lagi dapat dikatakan penekanan fatwa MUI terhadap
peenggunaan pelbagai ayat yang bersifat universal (‘am) menunjukkan
fleksibilitas epsitemologis dalam memahami dan menjadikan nas al-
Quran maupun Hadis sebagai pijakan paradigmatik rumusan fatwanya,
yakni fatwa No.23 tahun 2020. Fleksibilitas tersebut terlihat dalam
penekanan terhadap nilai etik sosial-universal teks ayat yang kemudian
dikontekstualisasikan dengan kondisi problem ekonomi akibat pandemi
Covid-19.

Kedua, penggunaan berbagai kaidah hukum Islam, antara lain (1)
Tasarrufu al-Imam “alaro’iyatihi manutun bial-maslahat (kebijakan pemimpin
terhadap rakyatnya harus mempertimbangkan kemaslahatan). (2) Li al-
wasaili hukmu al-maqaaidi (hukum sarana mengikuti hukum tujuannya).
(4) Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa waajibun (kewajiban yang hanya
dapat terealisasi dengan sesuatu, maka hukum atas sesuatu tersebut

menjadi wajib).*!
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Pelbagai kaidah hukum Islam di atas menunjukan landasan fatwa
MUI Tentang No.23 tahun 2020 menekankan pada kaidah maslahah
mursalah (kemashlahatan universal).*> Hal demikian menunjukan bahwa
MUI bermaksud untuk menyelasaikan persoalan problem ekonomi
akibat pandemi covid-19 secara proporsional dengan menekankan aspek
kemaslahatan. Penekanan tersebut tidaklah mengherankan, mengingat
kaidah maslahah mursalah menjadi kaidah hukum Islam yang sering
digunakan sebagai baisis perumusan hukum Islam di Indonesia, baik
berupa peraturan maupun undang-undang.” Selain itu, eksistensi kaidah
maslahah mursalah dalam metodologi hukum Islam dapat dikatakan
sebagai dalil independen, disebabkan tidak begitu membutuhkan
justifikasi eksplisit dari nas teologis, baik yang mendukung atau

menolak.*

Ketiga, penggunaan pendapat hukum para ulama klasik. Terdapat
pendapat hukum dari beberapa ulama klasik dalam landasan fatwa MUI
No.23 Tahun 2020, antara lain. (1) Pendapat Imam al-Nawawi dalam
kitab al-Majmu’ juz 6 hal. 228 yang menyatakan penerima zakat harus
beragama Islam (2) Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Nihayatu
al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj yang mengatakan pengalokasian zakat
bagi orang miskin guna kebutuhannya secara bertahap menyesuaikan
kebutuhannya, (4)Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’
tentang kebolehan berzakat fithrah sebelum waktu wajib.*

Jika diperhatikan dengan seksama, keberadaan pelbagai pendapat
para ulama klasik dalam pijakan rumusan fatwa MUI di atas didominasi
oleh para ulama bermazhab Shafi'i. Hal demikian menunjukan MUI
masih mempertahakan tradisi pemikiran hukum Islam klasik sebagai
pijakan paradigmatik guna merespons problematika sosial kontemporer.
Sikap MUI demikian merupakan hal yang tepat, karena secara sosiologis,
pemikiran hukum Islam klasik di tengah kehidupan umat Islam modern
menjadi warisan khasanah pemikiran Islam sekaligus ilmu pengetahuan
yang dapat dijadikan bagian refrensi untuk menjawab problematika

hukum yang dinamis.*
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Pemeliharaan kontinuitas tradisi khasanah pemikiran hukum Islam
mazhab Shafi’i sebagai bagian landasan rumusan fatwa menunjukkan
bahwa MUI tidak sekedar menekankan validitas normatif teologis
pada konstruksi epistemologis fatwanya, melainkan juga memelihara
eksistensi pemikiran dan praktik sosiologis keberagamaan umat Islam di
Indonesia yang didominasi oleh pengikut madzhab Syafi.’” Konsideran
epistemologis MUI demikian merupakan hal yang tepat, dikarenakan
upaya untuk melestarikan pemikiran khasanah pemikiran hukum Islam
mazhab Shafi’i harus disertai dengan imenjadikan pelbagai kaidah
pemikiran hukum Islam mazhab Shafi’i sebagian bagian metodologis

penetapan fatwanya.*®

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi epistemologi fatwa
MUI No.23 Tahun 2020 tentang Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak,
dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya
menekankan paradigma idealisme hukum Islam. Kesimpulan ini dapat
dibuktikan dari unsur dalam konstruksi epistemologi Fatwa MUI
tersebut. Pertama, penekanan nilai moral etik universal (‘am) dalam dalil
(nas) yang digunakan. Kedua, penggunaan pelbagai kaidah hukum Islam
yang mengedepankan prinsip terwujudnya kemashlahatan universal.

Ketiga, pandangan hukum dari para ulama klasik.

Penelitian ini masih sebatas fokus pada konstruksi epistemologi fatwa
MUI No. 23 Tahun 2020, oleh karenanya terdapat lacuna (ruang kosong)
untuk penelitian berikutnys, seperti halnya terkait pengaruh dinamika
sosial politik (kebijakan pemerintahan) dalam strategi perumusan fatwa
MUI tersebut. Mengingat pelbagai fatwa MUI selama pandemi Covid-19
banyak menjadi bagian pertimbangan kebijakan pemerintah Indonesia
dalam penanggulangan problem sosial-keagamaan akibat pandemi
Covid-19.
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